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ABSTRAK

Setiap industri menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) salah satunya industri
kelapa sawit. Terhadap limbah B3 yang dihasilkan tersebut sebelumnya telah diatur dalam
UUPPLH. Namun, perkembangan regulasi hukum di Indonesia, maka lahirlah Undang -Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pembaharuan hukum ini berdampak pada beberapa
perubahan dalam suatu Kketentuan, peraturan sperundang-undangan salah satunya ketentuan
mengenai lingkungan hidup. Salah satu perubahan yang ada'dalam pengesahan Undang -Undang
Cipta Kerja adalah penghapusan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang
diganti dengan sanksi administrasi. Ketentuan di dalam UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 102
Undang -Undang Perlindungan dan Pengelolaan di mana pada penghapusan pasal ini tidak bisa lagi
dikenakan pertanggungjawaban pidananya kepada setiap orang yang mengelola limbah B3 tanpa
izin. Rumusan masalah adalah: (1) Bagaimana Dampak Penghapusan Ketentuan Pidana
Menyangkut Mengenai Pencemaran Limbah B3 oleh Industri Kelapa Sawit Serta Dalam Undang-
Undang Tentang Cipta Kerja dalam upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup? (2)
Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Industri Kelapa Sawit Sebelum Dan Setelah
Berlakunya Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum ‘normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan dua
pendekatan yaitu pendekatan Undang -Undang (Status Approach) dan Pendekatan Sejarah
(Historical Approach). Penelitian ini bersifat deskriptif yang disusun secara sistematis. Hasil
penelitian menyebutkan bahwa dampak bagi korporasi industri kelapa sawit justru memudahkan
dan menguntungkan korporasi tersebut ketika menghadapi suatu permasalahan pencemaran limbah
B3. Akan tetapi, disisi lain hal tersebut membawa dampak pada menurunnya kualitas hidup
masyarakat yang ada di sekitar tempat pencemaran limbah B3. Di samping itu, dampaknya
terhadap upaya perlindungan hukum lingkungan hidup yaitu pertama, kurangnya efek jera oleh
pelaku pelanggar. Kedua, pemulihan lingkungan tidak berjalan optimal. Ketiga, pengawasan
lingkungan hidup kurang- optimal.-Sebelum WU Cipta Kerja, dalam _beberapa kasus korporasi
dianggap sebagai pelaku pidana jika-mereka melakukan tindak pidana contohnya dapat dilihat
dalam kasus pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh salah satu perusahaan berdasarkan
putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN di mana melanggar ketentuan
Pasal 102 UU PPLH vyaitu melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Namun, dengan
pelanggaran yang sama setelah berlakunya UU Cipta Kerja hanya dikenakan sanksi administratif,
Sebagai contohnya terdapat dalam kasus yang dilakukan oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang
terletak di Kabupaten Bengkalis Riau.
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